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 PENAATAN LINGKUNGAN DALAM PENERAPAN
POLLUTER PAYS PRINCIPLE
PADA SISTEM HUKUM LINGKUNGAN

- Oleh Drs. Teguh Sudarsono, M.Si, *)

Latar Belakang =
a,Pada hékakatnya pembangunan
nasional-merupakan wpaya untuk

meningkatkan' taraf hidup bangsa,

namun dalam pelaksanaannya se-
ring kurang memperhatikan kaedah
ekologi- dan keberlanjutannya, se-
hingga keadaannya menjadi ber-

akibat buruk, baik bagi kelangsung-

an pembangunan ‘maupun untuk
keberlanjutan ‘hidup masyarakat,
bangsa dan negaranya, >
Untuk ‘mengantisipasi dan menang-
gulangi keadaan tersebut, pem-
bangunan nasional Indonesia me-
nerapkan pola keberlanjutan dan
wawasan lingkungan hidup yang
mendasari nilai moralitas dan nor-
matif tata kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara Indonesia, se-
hingga dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1982, ditentukan
bahwa :

Lingkungan hidup nasional
dikaruniakan Tuhan Yang Maha
Esa kepada bangsa dan rakyat
Indonesia sebagai rakhmat dari
pada«Nyayangwajjbdikembangu

*) Penulis adalah Pamen Polri, S1af Meneg.
Lingkurgan Hidup, sedang mengikuti Program
Dokior, bidang Lingkungan Hidup.

~kan ‘dan dilestarikan untuk
~ dapat menjadi sumber serta pe-
‘nunjang kehidupan bangsa dan
© rakyat serta makhluk lainnya,
Selain itu juga untuk menjaga

~ kualitas hidup itu sendiri,
Kalimat wajib dikembangkan
dan dilestarikan kemampuannya

-mengandung - makna keberlanjutan’

dan- wawasan lingkungan dalam
pengelolaan maupun pemanfaatan
sumberdaya alam dan lingkungan
hidup, hal tersebut secara nvata
harus diwujudkan dalam konsep dan
menajemen pembangunan nasional,
termasuk pembangunan dalam sis-
tem hukum nasionalnya. Vil

b. Hukum selain berfungsi sebagai
alat kontro! sosial juga sebagai sa-
fana pembaharuan masyarakat, hal
ini sesuai pendapat Van Appeldorn
dalam bukunya yang berjudul Van
Inleiding tot de studie van het
Nederlands Recht, yang menyata-
kan bahwa “Recht is er over gehele
wereld, overalwaar en samen living
van mansen is”, yang diartikan
bahwa Hukum mempunyai fungsi
Imengatur kehidupan manusia dan
lingkungan sekitarnya.

Oleh Siti Sundari Rangkuti
dinyatakan bahwa keadaan tersebut




jugaberlaku pada Hukum Lingkung- . -
- .-Ssan masalah

‘an Nasional, karena ..

Peran Hukum - Lingkungan -
Nasional selain bekembang se-

bagai alat kontrol sosial yang
‘berfungsi sebagai piranti pe-
magar dan sarana pembentuk
kepastian (agent of stability),
dalam prosesnya juga berperan
- sebagal sarana pembangunan
(toll of development) yang
‘berfungsi sebagai agent of so-
cial engineering dan agent of
change.
Keberadaan Hukum Lingkungan
selain bersifat sebagai Hukum Kla-
- sik-juga sebagai-Hukum Sosial yang
saling mendukung, hal ini-dibukti-
kan dengan penerapan konsep Pem-
bangunan Nasional Jangka Panjang
II yang memasukkan aspek Pem-
bangunan sektor hukum yang meli-
puti kegiatan perencanaan, pem-
bentukan, penelitian serta pengem-
bangan hukum dengan mendasarkan
pada sistem dan kerangka hukum
nasional yang bersumber kepada
falsafah Pancasila dan norma dasar
Undang-Undang Dasar 1945, sekali-
gus dengan aspek Pembangunan
sektor Lingkungan Hidup yang
bertujuan untuk meningkatkan mutu
dan manfaat sumber daya alam se-
cara berkelanjutan, dengan cara me-
rehabilitasi kerusakan lingkungan,
serta mengendalikan pencemaran
dan meningkatkan kualitas ling-
kungan, yang dalam pelaksanaan
pembangunannya wajib mengacu
pada grand design yang mengarah
pada keberpihakan kepentingan
rakyat,

Tujuan analisis dan Periamu-

1." Tujuan analisis

-Bertitik pangkal latar belakang
di atas, maka analisis hukum ini
dituejukan untuk mengefektifkan
dan mengoptimalkan daya penaatan
lingkungan, khususnya sehubungan
dengan diterapkannya Prinsip Pen-
cemar Membayar. (Polluter pays
principle) dalam sistem hukum
lingkungan nasional.

Analisis hukumnya dibatasi
dalam ruang lingkup penaatan
lingkungan, sehubungan dengan di-
terapkannya. Asas Tanggungjawab
Mutlak (strict liability) dalam sis-
tem hukum lingkungan dan sehu-
bungan dengan adanya kekosongan
berbagai lembaga dan ketentuan
perundang-undangan yang diper-
syaratkan dalam sistem hukum
lingkungan,

2. Perumusan masalah.

Pembahasan dalam kajian hu-
kum ini ditentukan dengan asumsi,
bahwa :

Penerapan berbagai prinsip dan
asas penaatan serta pengelolaan
lingkungan dalam sistem hukum
nasional, perlu disesnaikan dengan
falsafah, hukum dasar, dan tata
kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara Indonesia.

Dengan asumsi tersebut di atas,
maka perumusan masalah dalam
lingkup kajian hukum ini dibatasi
pada materi pertanyaan sebagai
berikut :




' "_penerapannya 7.

b. Apa Prinsip Pencemar Mem- . -
N Negoszam (negouanon) melahu

- -bayar(Polluter pays prmczple ),

_ p =Tap
penegakan aturan lmgkungan dari

s, anuonmental Protection

_ Agency, dmyatakan bahwa :

_.;Penaatan Imgkungan (envzran-
.mental -compliance) - adalah
- Inerupakan pelaksanaan sepe-
.. nuhnya dari semua persyaratan

__hngkungan yang telah .ditetap-

kan, sehmgga keberhasuan
program penaatan lmgkungan
_datentukan oleh berbagax per-
_'syaratan dalam’ pengeioiaan
__Imgkungan dan selanjutnya
 keberhasilan program penaatan
'hngkungan juga akan mem-
pengaruhi “keberhasilan pro-
gram pengeiolaan lingkungan.

Penaatan imgkungan merupa—
kan tindakan pemerintah dan atau
pihak lain untuk memperbaiki atau
mengendahkan kondisi yang dinilai
dapat membahayakan bagi ling-
kungan ‘dan atau kesehatan ma-
syarakatnya, yang antara lain meli-
putl upaya :

:'-._;_dan =baga_1mana penera nnya

‘Wﬂ%@&”ﬂﬁkﬁﬁ*@%@bﬁd&%ﬂiﬁ@“”mﬁwﬁ%ﬁgdW’ﬁSaﬁ”ﬁﬁ?ﬁWﬁ”ﬁ unmk

kungan (environmental compli= -
“ance) ‘dalam “Sistem  hukum
- lingkungan, dan:bagmmana cara._'

“-memantau’status ‘dan’ tmgkat
'-j*ketaatan masyarakat yang ter-
. kena peraturan lingkungan,-se--
- __hmgga dapat dﬂakukan mndak-

' :"'proses pendekatan melalux pro—
_rekonslhasx guna mewujudkan
- program penaatan dan p nge-
: ;*1oiaan 1ngkungan hzdup yang_
“dipersyaratkan; -
¢. " Tindakan hukum (legal action)
" untuk: memberiakukan® kon-
“sekuensi penaatan imgkungan
_terhadap para pelanggar hukum
“lingkungan dan atau keglatan
-masyarakat yang berakibat me-
“rusak kualitas- hngkungan atau
“kesehatan masyarakat;”

d. " Promosi “penaatan (compliance
monitoring) lingkungan seperti
bantuan ‘teknis, pelatihan, ‘dan

~ subsidi untuk mendorong’ ke-
sukarelaan ‘masyarakat uniuk
melaksanakan program penaat-
an hngkungan yang teiah dzten-
tukan.: : .
'Daiam pelaksanaan program
penaatan hngkungan sering diguna-
kan berbagai norma sosial dan ber-
bagai kegiatan yang telah terbukti
membawa manfaat bagi masya-
rakatnya, sehingga dalam hal ini pe-
nerapan program penaatan ling-
kungan ‘harus disesuaikan dengan
masalah dan kurun waktunya se-
hingga dapat dilaksanakan secara
efektif dan berhasilguna.

2. Komponen Penaatan dalam
Program lingkungan




Manfaat dari pe}akéanaan peneu
rapan program lingkungan, adalah
untuk - AR :

& Melindungi kt;alitasl dan‘_'ét_'au

kesehatan masyarakat, yang |

merupakan tujuan utama dari
penerapan hukum 1mgkungan,

b. Mengembangkan dan menguat-

 kan kredibilitas persyaratan

_lingkungan yang diberlakukan,
khususnya yang menyangkut
kredibilitas peraturan dan ke-
.lembagaannya untuk menata
dan atau mengelola lingkung-
annya,

c. . Menjamin terwujudnya keadﬂ»~
an dalam rangka melindungi
pihak masyarakat yang lemah,
miskin, dan rentan, sehubungan
dengan dilakukannya kegiatan
atau pembangunan. ¢leh seke-
lompok masyarakat yang meng-
ganggu kelestarian dan daya
dukung lingkungannya;

d. Mengurangi biaya dan tang-
gungjawab dalam menghadapi
beban kerusakan lingkungan,
karena telah dapat diciptakan-
nya manfaat dalam jangka yang
panjang sehubungan dengan
terjaminnya kondisi lingkung-
an dan kesehatan masyarakat
dalam kehidupannya, sehingga
memberikan efisiensi dan me-
numbuhkan rasa tanggung-
jawabnya bersama.

Keberhasilan program ling-
kungan terganiung pada penentuan
prioritas dalam skala dan lokasi
pembangunannya, serta dari penga-
iamannya sclama ini akan mem-

berikan landasan bagi penerapan
program, penaatan lingkungan se-
lanjutnya, schingga komponen yang
diperiukan dalam program penaatan
lingkungan, -adalah : '

a. Persyaratan lingkungan yang
mampu diterapkan dan dilak-
sanakan oleh setiap pihak yang
bersanglkutan;

b. - Dapat dikenalinya setiap sub-

jek dan objek yang ‘terkena
program penaatan lingkungan,
sehingga semua persyaratan
dapat ditentukan secara prio-
ritas dalam pelaksanaannya;
¢. Promosi yang mampu menufi-
jang ditaati dan dilaksanakan-
nya program penaatan ling-
kungan yang ditentukan bagi
masyarakatnya, sehingga me-
reka dapat mengetahui hak dan
kewajiban serta manfaat yang
didapatkan dari program pena-
atan lingkungan tersebut;

d. Pemantauan yang efektif dari

pihak yang bersangkutan ter-
hadap pelaksanaan program
penaatan lingkungan, sehingga
setiap pihak akan memberikan
tanggapan dan reaksinya ter-
hadap setiap pelanggaran ter-
hadap program penaatan ling-
kungan tersebut;

e. Pembagian peran dan tang-

gungjawab yang jelas kepada
aparat pemerintah dan berbagai
tembaga masyarakatnya yang
terlibat dan berwenang untuk
melakukan program penaatan
lingkungan tersebut;




Dan efekufitasnya tersebut
'chmungkmkan dapat diopnmaixsasx

- program ‘penaatan: Imgkungan da-

lam: kapasitas maupun sasarannya,

- -sehingga kesemuanya itu akan'mem-
~berikan val1d1tas‘bagz hukum: img»' h

. kung annya

B kungan__d1 beb ap:

_ Progranipenaatanl gkungandi
: :_-'-_'-_negara Belanda dimulai- deng-

_an cara menginventarisasi: ke-
o _:;.'se}uruhan perusahaan industri-

“*iyang memiliki ijin ‘dan dinilai
“«dari kegiatan’ produksi atavpun
5‘_-hmbahnya potenmal ‘dapat men-
“jadi sumber kerusakau hng-
p & kungan sehmgga dari laporan
““hasil; pantauan para 1nspektur~
" nya ‘dapat dlterapkan dan di-

laksanakan program penaatan

hngkungannya
b._'_:_ X Program penaatan hngkungan di
~ “banyak negara selalu dltunjano
dengan sember dana yang di-
_ 'kuinpulkan dari berbaga1 cara,
antara lain dari :

e Persentase pendapatan atau
penghasilan perorangan
‘maupun - dari restribusi

' 'penjualan suath ‘barang

dari  semua perusahaan
'sehmgga ‘dari dana yang
terkumpul dapat dilakukan
berbagai program dan ke-
giatan penaatan lingkung-
an;

& Pcmberiakuan pajak pen-
. wtcemaran kepada sehap pe-_
_roTusahaanatau kegiatan yang
e 'dlmlax dapat menjadx sum~j

: '_=sehmgga dari- dana pajak
* “tersebut - dapat dxwujudkan..

. berbagai program penaatan
.__'hngkungan

-'._"_perusahaan 1ndustr1 .yang.
~terkena pengawasan karena
pmduksmya dinilaj - poten-.
cosialy dapat: memmbulkan
f -:._kerusakaﬁ Imgkungan

@ - Di Amerika secara nasxonal
.. dukungan-biaya penaatan
. -lingkungan diperoleh : dari-
- . biaya perijinan atan lisensi
-+ -yang dikeluarkan ‘untuk-

- berbagai perusahaan - yang
dinilai potensial menimbul-

- .kan kerusakan lmgkungan
- Dukungan dana bagi pro-
© .gram penaatan lingkungan
di sebagian besar Negara

~ Bagian Amerika Serikat

_ diperoleh dari denda. mo-
_neter. yang dxdapatkan dari
pelaksanaan program pe-
negakan hukum lmgkung—
an berupa sanksi denda
terhadap perusahaan ‘dtan
perorangan yang terbukt

bersalah, :

Dari praktek pembentukan dana
penaatan lingkungan tersebut dj




atas, dapat disimpulkan bahwa da-
lam penerapan. program penaatan
lingkungan pada tahap -awalnya di-
-mulai dengan mengedepankan pro-
gram. penegakan hukum sebagai
prioritas, dan kemudian berevolusi
pada pengembangan program pe-
naatannya. - h W

¢. Program penaatan lingkungan
di Kanada dimulai dengan meng-
efektifkan iembaga dan kegiatan
penegakan “hukum pidana ling-
kungan yang disertai pemberlakuan
undang-undang dan sanksi denda
moneter yang memberikan efek
jera bagi masyarakatnya.

Pada awalnya kegiatannya memang
dinilai berhasil, namun untuk tahap
selanjutnya kebijaksanaan penerap-
an program penegakan hukum men-
jadi tidak efektif lagi, sehingga
untuk mengantisipasi keadaan ter-
sebut diterapkan dan dikembang-
kan berbagai program penaatan
lingkungan.

d. Kebijaksanaan dan pola me-
kanisme penerapan program pena-
atan lingkungan banyak dikeluar-
kan oleh Pemerintah Pusat, sedang-
kan pelaksanaan teknis dan finan-
siainya dilakukan oleh Pemerintah
di Daerah (County) melalui ber-
bagai sarana dan lembaga ke-
wenangannya.

Tugas pengawasan dan pelaksana-
an program penaatan lingkungan,
dapat diwujudkan dalam bentuk dan
kegiatan:

@ Dewan Pengurus Perselisihan,

“yang bertugas mengkaji, -me-

nentukan, dan menyetujui agen-

+ da kegiatan penaatan lingkung-
-anyang disepakati cleh semua
- pihak yang bersangkutan;- -

Lembaga yang mempunyai ke-
mampuan untok merencanakan
bentuk dan besarnya hukuman,
yang bertugas untuk membantu
aparat di daerah dalam meng-

‘ajukan masalah’ iingkungan ke

sidang-pengadilan perdata atau-

-~ pun:pidananya;

Lembaga yang mempunyai ke-
mampuan untnk mengeluarkan
perintah administrasi, .guna
mengantisipasi dan menghin-
darkan proses peradilan yang
berkepanjangan, keadaan ini
biasanya diarahkan pada proses
perundingan {negosiasi atau
arbitrasi) ;

Lembaga yang mempunyai
kemampuan untuk merunding-
kan masalah pada penyelesaian
yang kreatif, biasanya dilakukan
dengan pendekatan inowatif,
yaitu dengan cara penetapan
suatu agunan prestasi, menenfu-
kan adanya jaminan keuangan
dari pihak ketiga, mengadakan
penelitian kembali terhadap
masalahnya, memberikan ke-
sempatan untuk memperbaiki
proyek atau kegiatannya sam-
pai tidak merusak lingkungan,
membuat perintah penundaan
proses penaatan, menetapkan
hukuman bersyarat, dan atau
mewajibkan melakukan peman-




o tauan sendin

@_S'Lembaga yang mempunya;_

kemampuan untuk’ mempertim-
'.bangkan ‘berbagai fakior eko-
_ nomi, antara lain dilakukan de-
2 mengadakan proyek per-
" contohan, ‘melakukan- berbagai
L _'pendekatan ekonomi secara

) ] _s;ma}kan
sistem pengendah ‘melakukan
7 :penangguhan pembehan perala~
“tan pengendali pencemaran
dalam jangka waktu tertentu,
menentukan Jadwal pembayaran
-denda sesuai kemampuan, dan

_atau’ menentukan suatu kebijak-.

sanaan untuk melmdung1 ke-
langsungan perusahaan secara
terbatas. :

€. Program penaatan lingkungan di
beberapa negara dilakukan dengan
mengefektifkan dan mengoptimal-
kan program’ pemantauan lingkung-
an, antara lain dengan cara mengukur
kualitas lingkungan secara. berkala
dengan menggunakan jaringan sa-
rana pemantau lingkungan yang
dihubungkan ke sentral komputer
pengumpul data lingkungan, me-
ngembangkan dan menginventa-
risasi emisi dengan parameter ter-
tentu secara terkomputerisasi, dan
atau melakukan pemeriksaan secara
berkala terhadap sumber-sumber
pencemar utama,

4. Implementasi Penaatan ling-
kungan di Indonesia

- Dinyatakan oleh Mochtar Kuéu»
maatmadja (1975) bahwa

kan proses penerapan dan pe-
negakan hukum sehub;ungan
- “dengan upaya penaatan’ dan
E 'pengelolaan lingkungan . mdup,
yang: ‘pelaksanaannya: dlperla-
o kan kepastmn hukum, pen-
<. dekatan, pemahaman :dan pe-
‘ ngertian manfaat: hukum  ter-
- .sebut bagi: masyarakat,: serta
~konsistensi ‘kerja aparat peiak-
- sananya, SRR

Sedangkan oleh Sarwono Kus:.i'—
maatmadja (1994) selaku Menteri
Negara ngkuagan H;dup, dmyata~
kan bahwa :

Konsep penaatan hukum - (Iaw
compliance) tidak berarti meng-
abaikan ‘penegakan hukumnya
(law enforcement), karena kon-
sepsi penaatan lebih bersifat
proaktif-preventif dan tidak
berorientasi hanya pada upaya
‘penindakan hukumnya yang
bersifat reaktif-represif.

Sedangkan Emil Salim (1991),
menyatakan bahwa

Keberhasilan penataan lingkung-
an dipengaruhi oleh berbagai
hal, diantaranya oleh tinggi
rendahnya derajat komitmen
dan integratif kerja aparat Pe-
merintahnya, besarnya wujud
peranserta masyarakatnya, serta
konsistensi kerja aparat pene-
gakan hukumnya.




‘Sikap -pemrakarsa Kkegiatan
usaha di Indonesia terhadap pro-
gram penataan lingkungan, dapat
dikelompokan dalam tiga katagori,
yaitw ;. N

@ --Kelompok yang secara reaknf
“selalu berusaha untuk menaati
aturan lingkungan yang diper-

- ~syaratkan, karenma ketidaktaat-
»- an-terhadap hal itu:dirasakan
- hanya . akan ‘menambah: ke-
sulitan bagi kegiatan usahanya
“(Aturan dan norma hukum
lingkungan compliance tools);

@ Kelompok yang senantiasa
mengantisipasi berbagai ke-
tentuan aturan perundang-
undangan lingkungan hidup
sebagai suatu strategi untuk
melakukan kerjasama vyang
intim dengan pihak pemerintah

" maupun masyarakat yang ter-
kait sehubungan dengan Kke-
giatan usahanya (Aturan dan
norma hukum lingkungan se-
bagai corporate strategy; dan

e Kelompok yang selalu berusaha
menginternalisasikan berbagai
aturan dan aspek lingkungan
dalam strategi untuk keberlan-
jutan dan kelangsungan dalam

- kegiatan usahanya (Aturan dan
norma hukum lingkungan se-
bagai development component).

Dari ketiga kategori tersebut
dapat diperoleh tataran psikologis
yang dapat dijadikan dasar dan
sagaran pembinaan dalam program
dan kegiatan penataan lingkungan,

yaitu bahwa setiap pemrakarsa dan
pelaku -dunia usaha di Indonesia
akan selalu berusaha.uniuk !

@ Mengetahm apakah aktivitas
usahanya akan menimbulkan
atau menjadz sumber kerusakan
‘bagi hngkungannya, _

@ Berhalap agar dalam proses

_ produk51 atau kegla’fan usaha-
.nya. tidak mcm‘oenkan dampak
kerusakan hagl hngkungannya,
karena keadaan itu akan mem-
berikan kesulitan bagi kegiatan
usahanya; dan '

® Mengetahui beban kewajiban
dan peluang yang dapat di-
manfaatkan bagi efisiensi mau-
pun peningkatan kegiatan
usahanya,

Namun dari kemampuan dan
niatnya untuk melaksanakan pro-
gram penataan dalam pengendalian
dampak lingkungan, para pemra-
karsa dan pelakn kegiatan usaha
industri akan cenderung untuk

® Mencari celah atau kesempatan
untuk menghindarkan diri dari
aturan, persyaratan, dan sanksi
yang ditentukan pada setiap
program penataan lingkungan
yang diberlakukan, dan bila
diketahuinya bahwa mekanisme
pengawasannya lemah, maka
mereka akan berusaha dan atau
mencoba untuk melanggarnya |
@ Mengutamakan untuk mengada-
kan dan menerapkan suatu
teknologi lingkungan yang
efektif untuk mengurangi dan




-atay meniadakan limbah ke-
_.'.'--'gzatan mdustnnya, d1bandmg~
““kan bila mergka harus: berupaya
-"-mengurangl hmbah produksi
-.dari: sumbemya karena ‘upaya
menerapkan teknologz dinilai
““lebih" mudah ‘murah, dan me-

“‘nambah-asset; ‘Serta -
® Lebih balk mengeluarkan dana
- untuk mengelola dan mengolah

- limbah kegiatan_ ‘usahanya, dari,
. pada: mengeiuarkan dana untuk-

- memperbaiki kerusakan. hng-

“kungan-akibat dari limbah atau :”upaya pencegahan dan penanggu-

kegiatan industrinya.

Dari keadaan tersebut di atas,
maka program dan mekanisme pe-
nataan : lmgkungan di Indonesia

harus ditentukan ‘dan dxterapkan :

dengan menggunakan pola kemitra-
an yang didasarkan nilai, tata cara
dan kepentmgan bersama. '

Analisis hukum tenfang Po%%uter
Pays Principie

Untuk menerapkan program
penataan. lingkungan, khususnya
terhadap beberapa kegiatan yang
menyangkut jenis sumberdaya ter-
tentu, sesuai ketentuan Pasal 21
Undang-undang Nomor 4 Tahun
1982 digunakan sarana tanggung-
jawab yang timbul secara mutlak
pada saat terjadinya perzsnwa ter-
sebut,

1. Makna Prinsip Pencemar Mem-
bayar

Makna Prinsip Pencemar
Membayar atau The Polluter pays

principle atau het beginsel de ver-
vuiler.betaalt, pada asasnya adalah
untuk . memasukkan perhltungan _
biaya. pencegahan dan pemanggu-
Iangan kerusakan lingkungan yang:

diinternalisasikan ke dalam, ~biaya .
sosial yang d;tuangkan daiam .aspek_ :
ekonomi -insentif. dan’ desmsentlf_
dalam pengelo}aan lmgkungan:

h_ldup : : N

Tujuan utama dari penerapan
prmmp ini adalah untuk menyiap-
kan dana. tertentn guna memb;ayal

langan kasus kerusakan lingkung-
an. Dana pengelolaan Imgkungan
dihasilkan dari berbagai cara pe-
mungutan, yang penggunaannya
dapat .dilakukan sebagai dana
insentif (subsidi, iuran, investasi,
dan atau sarana fiskal) bagi pihak
yang dinyatakan sebagai pihak pe-
rusak lingkungan untuk mencegah
terjadinya pencemaran atan ke-
rusakan lingkungan atas petunjuk
pemerintah. Istilah membayar (pay
atau betaalen) dalam prinsip terse-
but, dimaksudkan bukan untuk me-
nimbulkan keadaan bagi pihak
pencemar berkewajiban membayar
sejumlah uvang tertentu, namun
tujuannya adalah untuk menyiap-
kan suatu kumpulan dana guna
membiayai upaya pencegahan dan
penanggulangan kerusakan ling-
kungan.

2. Lembaga yang bersangkutan
dengan penerapan prinsip tersebut

a. The Organization of Economic




Cooperation and Development

Lembaga The Organization of
Economic Cooperation dan Devel-
opment (OECD) ini telah banyak
memberikan rekomendasi terhadap
penerapan dan pelaksanaan Prinsip
Pencemar membayar dalam Kke-
bijaksanaan pengelolaan lingkung-
an, dalam hal ini biaya lingkungan
ditentukan dari

1. That the internalization of
 external effects connected
with the environment obe-
yed an economic effiency
priciple which provided a
basis for a poliution conirol
policy;

2. That such infernalization
should be based as far as
possible on the overriding
principle that “the polluters
should be the payers’”;

3. That exceptions may have
to be made to this principle
which ought to be defined
and analysed.

b. The European Communities

Organisasi ini telah memberikan
sumbangan pikiran dalam penera-
pan The Polluter Pays Principle,
khususnya dalam Counsil Recom-
mendation on the Application of the
Polluter Pays Principle, dinyatakan
bahwa :

For these reasons, and having
regard 1o Article 189 of the Treaty
establishing the European Eco-
nomic Community, the Council

recommends that, in respect of
cost allocation and action by
public authorities in the field of
environmental protection, the
member States conform tfo the
principles and the rules gover-
ning their application which are
contained in the Commission
communication.

Dengan demikian secara historis
organisasi ini banyak memberikan
peran dalam pengembangan penera-
pan The Polluter Pays Principle
sebagai pangkal tolak dalam ke-
bijaksanaan penataan lingkungan.

¢. The World Bank

Organisasi ini menganut pan-
dangan The willingness to pay
dalam memberikan petunjuk me-
ngenai kegiatan perbankan dalam
kaitannya dengan pendanaan yang
berhubungan mengenai masalah
lingkungan, hal ini erat kaitannya
dengan penerapan The Polluter
Pays Principle.

d. The United Nations Conference
on the Human Environment

Lembaga ini dalam sidangnya di
Stockholm pada tanggal 5-16 Juni
1972, menyatakan bahwa terdapat
dugaan bertambahnya pengeluaran
uang pemerintah untuk kebutuhan
pengelolaan lingkungan, sehingga
dalam arti luas akan menjadikan
meningkainya pengeluaran masya-
rakat untuk pajak guna mengatasi
masalah pencemaran dan ke-
miskinan,




e.:Environmental Resources. Ltd :

Organisasi para konsultan yang

mempunyai . ahli di bidang penge-

lolaan -lingkungan- hidup, yang
dalam. penelitiannya - tahun 1974
telah memberikan saran . terhadap
upaya: penyerasian’ peraturan per-
undang-undangan lingkungan hidup
di ‘negara-negara anggota OECD
sehubungan dengan  penerapan
mstrumen ekonomik sebagal salah
- satu_upaya untuk menanggulang1

. masalah kernsakan lingkungan.

f.° Wet Verontreiniging van Op-
pervlaktewateren (WVO Stb.
1536)

‘Dalam Staatblaad tahun 1969 ini
ditentukan kewajiban pembebanan
pungutan dan sumbangan perpajak-
an untuk penggunaan air permuka-
an dan kepada pihak swasta tidak
boleh membiarkan sumber airnya
dalam keadaan tercemar. Ketentuan
ini kemudian dipertegas dengan
Wet Inzake de Lucht verontreini-
ging Tahun 1970 (WLV, Stb. 580)
dan Wet Geluidhinder Tahun 1979
(WG, Stb. 99).

3. Pemberlakuan prinsip pence-
mar membayar

1). Dasar pemikiran dalam pene-
rapannya

Dasar pemikiran penecrapan
Prinsip Pencemar Membayar, ada-
lah

a. Penerapan prinsip tersebut
dilatarbelakang: pemikiran

perlunya penyediaan sﬁatu

. -'dana. tertentu untuk mem-
_bxayal ‘berbagai upaya dan
kegiatan dalam perlindung-
—an.-dan peles?arlan ling-

kungan, yang dimungkinkan
biaya tersebut dimasukkan
dalam bahagian dari biaya

- pokok barang dan jasa yang

mengakibatkan. dapat ter-

~. jadinya kasus pencemaran

dan - atau kerusakan lmg-
kungan

Dengan penerapan pnns;p

tersebut memungkinkan di-
perolehnya suatu dana tak-

-tis-untuk membiayai berba-
‘gai-upaya dan kegiatan pe-

ngendalian serta penang-
gulangan kerusakan ling-
kungan hidup; ;

Dengan pemberlakuan prin-
sip tersebut menjadi sarana
penentu pihak mana yang

~berkewajiban memikul bi-

aya pencegahan pencemar-
an dan kerusakan ling-
kungan;

Dengan pemberiakuan prm—
sip hukum lingkungan ter-
sebut memungkinkan plhak
pemerintah untuk menentu-
kan dan memberlakukan
suatu baku mutu lingkung-
an sebagai sarana pengen-
dali kerusakan lingkungan;
Dengan penerapan prinsip
hukum tersebut secara
langsung juga menerapkan
prinsip keseimbangan ling-




kungan; :

f. Dengan diberlakukannya
prinsip tersebut dalam eko-
‘nomi insentif dan disin-
sentif lingkungan, maka
dimungkinkan untuk di-
tentukan -dasar hukum
‘uptuk pemungutan pajak
(profyt beginsel) sebagai
penunjang dalam upaya
perlindungan dan peles-
tarian lingkungan.

g. Mendasari penerapan prin-

' sip tersebut, pihak Peme-
rintah dapat menentukan
kebijaksanaan dan tindakan
teknis tertentu untuk me-
iaksanakan upaya penataan
dan pengelolaan lingkung-
an hidupnya.

Dengan dasar pemikiran dalam
penerapan prinsip lingkungan terse-
but dimungkinkan penataan dan
pengelolaan lingkungan hidup dapat
dilaksanakan oleh seluruh pihak
yang bersangkutan dengan teren-
cana, baik oleh pihak pemerintah,
pelaku kegiatan usaha, maupun
lembaga masyarakat guna kelang-
sungan hidup dan kepentingan ke-
giatannya.

2) Cara penerapan prinsip tersebut
di beberapa negara.

Walaupun Prinsip Pencemar
Membayar merupakan asas yang
sudah disepakati secara internasio-
nal, namun dalam penerapannya
masih belum mendapat kesepakatan
tertenty, keadaan ini dikarenakan

belum adanya kesatuan pengertian
tentang

@ Pengertian siapakah pencemar
{the polluter) yang dimaksud-
kan dalam prinsip lingkungan
tersebut, karena dalam hubung-
anini yang dimaksudkandengan
pihak pencemar telah dimyata-
kan oleh:

a. Steenbeek sebagai beban
pembiayaan Eingku'ﬁga'n
harus ditanggung konsu-
men pengguna jasa ling-
kungan, yang langsung di-
perhitungkan dalam biaya
hidupnya can dibebankan
secara keseluruhan ataupun
dengan subsidi dari peme-
rintah.'®

b. Leenen, dinyatakan bahwa
pihak pencemar adalah
pihak pemerintah yang telah
memunguf dana Secara
langsung maupun tidak
Iangsung untuk pembiayai
sarana umum dan ling-
kungan.

¢. Sedangkan oleh Lambers
dinyatakan bahwa beban
biava pencemaran dan ke-
rusakan lingkungan cipikul
secara bersama oleh kelom-
pok pengguna jasa sarana
vmum dan atauw fungsi
lingkungan yang bersang-
kutan, schingga pengalih-
an pembiayaan lingkungan
dibebankan kepada para
konsumennya.




d Oleh Van L:eshout dmyata-_
S kan. bahwa ndak perlu di-.

"-"'tetapkan secara ~yuridis

“siapa yang dimaksudkan -
‘tetapi:

" “pihak - pencemar,"
' ‘makna ‘tersebut terkandung

f-._[._.dalam .mekanisme. pasar..

L -fﬁpada alokam perhltungan
... harga, .

ciessDal m::__Laporan OECD di-

-+ kemukakan bahwa, pihak

+.ipencemar. tidak selalu ber-

.- tanggungjawab. sendm ter-

“-hadap .pencemaran .yang

. ditimbulkannya,  karena

. sering keadaan 1tu _ditang-

' gung bersama dengan pro-

-~ dusennya, sehingga se-

benarnya harus dibebani

. biaya tersebut adalah pen-

cemar . yang potens1a1 me-
mmbuikan resﬂco

Dari berbaga1 pendapat tersebut
di atas -terlihat sangat sulii untuk
menentukan. pihak mana yang ber-
kewajiban menanggung beban biaya
perlindungan dan pelestarian ling-
kungan, sehingga untuk pertang-
gunganjawab dan kepastian hukum
masih diperlukan makna pencemar
secara yuridis,

& Pengertian ifentang apa yang
harus dibayar pencemar dalam
prinsip lingkungan tersebut,
karena sampai saat ini masih
banyak persepsi tentang makna
tersebut, sehingga dalam hu-
bungan ini oleh :

4. Perundang-undangan di negara

- Belanda menentﬁkan makna -

...tersebut dalam arti : :sempit. be-_._-._'

“rupamateri yang harus diadakan -
Cunfuk . penanggulangan dalam _
:upaya konkntnya sedangkan
dalam_pengertian arti luasnya
-._'menyangkut pemblayaan se«

: cara umum hoact ©

b. Oleh HLL Leenen Chnyatakan

bahwa apa yang harus dlb yar
harus d1bedakan antara i
bebankan kepada masyarakat
' 'dengan bzaya yang .-wajib di-
tang, gung ‘oleh plhak pengusaha.

C. Sedangkan ‘oleh “Richard B.

Steward ‘dan James E. Krier
dinyatakan bahwa, kewajiban
membayar tersebut bukan ber-
“arti pihak yang telah membayar
bebas untuk melakukan tindak-
an yang dapat beraklbat terjadi-
nya pencemaran lingkungan,
karena kebijaksanaan lingkung-
an pada dasarnya tidak me-
ngandung makna negatif.

d. Sedangkan OECD menentukan

bahwa pencemar selayaknya
dibebani kewajiban membayar
semua akibatl pencemaran yang
ditimbulkannya, diwajibkan
untuk menyiapkan dana guna
upaya pencegahan pencemar-
an, dan menginternalisasikan
biaya pencemaran ke dalam
biaya produksinya.

Dari berbagai pendapat tersebut
di atas dapat terlihat bagaimana
luasnya pengertian terhadap apa
yang harus dibayar pencemar da-
lam penerapan prinsip lingkungan




tersebut, sehingga dalam hal ini
perlu adanya tindakan yang past
dan ‘mendasar-secara ‘yuridis.

&

Pengertian teniang bagaimana
pencemar harus membayar,

‘sampai $aat ini masih banyak

sarana atau instrumen ekono-

mik yang digunakan untuk
‘mekanisme ‘pelaksanaannya,

'sehingga ‘dalam hubungan ini

'oleﬁ_"':’

-a.  QECD _méheptukan bahwa

sarana untuk. pelaksanaan-
nya dapat dilakukan mela-
lui biaya pengawasan yang
‘dipungut secara langsung,
-melalui instrumen pajak,

. pembebanan biaya ling-
‘kungan kepada pihak yang
bersangkutan, pemberian
subsidi, menentukan ber-
bagai variasi pembebanan
biaya insentif, penjatuhan
sanksi denda, dan atau
menerapkan tarip tertentu
untuk pengelolaan ling-
kungan,

b. J. Mc Loughlin, menyata-
kan bahwa dalam mem-
perhitungkan dan memu-
ngut biaya perlindungan
lingkungan dan atau peme-
liharaan sarana wmum di-
lakukan melalui persyarat-
an perijinan dan restribusi
yang dikeluarkan secara
pereodik,

-Dari berbagai pendapat tersebut

dapat dinyatakan bahwa penerapan

dan pelaksanaan Prinsip Pencemar
Membayar dapat dilakukan dalam
berbagai cara dan mekanisme, na-
mun pilihan harus ditentukan se-
cara tegas cleh Pemerintah Pusat
atau Daerah yang bersangkutan.

e

Pengecualian pemberlakuan
dan penerapan prinsip lingkung-
an tersebut masih beragam,
khususnya sehubungan dengan
adanya kesulitan ‘dalam mem-
perhitungkan biaya untuk pe-
ngendalian dan pencegahan
kerusakan lingkungan, adanya
masalah dalam registrasi dan
kuantifikasi vang menjadikan
relatifisasi dalam pelaksanaan
pringip tersebut, sehingga da-
lam hubungan ini oleh :

a. Oleh Meerburg dan Tiens-
tra dinyatakan bahwa periu
dilakukan pengecualian da-
lam pelaksanaan prinsip
lingkungan, sehingga pene-
rapannya tidak sepenuhnya
dilakukan secara konse-
kuen.

b. OECD merekomendasikan
antara lain pemerintah ber-
kewajiban memberikan
subsidi kepada golongan
ekonomi lemah dalam
upava pengelolaan ling-
kungannya, diberlakukan
batas waktu yang ketat
dalam pemberlakuan pe-
ngecualian, serta perlu
bantuan keuangan yang
bersifat sementiara dalam




- pengelolaan Iingkuﬁgé}i"
-:¢.‘Pemerintah Belanda mem-

__benkan kebgaksanaan an—-.-
-+ .iara lain dengan memberi-
‘.. -kan‘bantuan ‘dalam pen--
cegahan pembuangan Jira-"

bah'di sungai-Rhein ak;bai

0 kegiatan® ‘penambangan ka- -
“Hum oleh Perancis, mem-

' berikan pengecualian ter-
4 '_hadap pembuangan:limbah
‘mobil bekas oleh pihak

.8wasta, serta membenkan _

©sumbangan dari kas keraja-
_ an untuk . mencegah gang-
» guan. eko_nom;k. -ataupun
~untuk- meherapkan ‘suatu
norma yang. berszfat men-
‘desak. :
d. Mc Loughlin me_nyatakan
 bahwa untuk menentukan
: untung ruginya dalam pe-
- - herapan prinsip lingkungan
perlu dilakukan -penelitian
yang cermat .terlebih da-
hulu.

Dengan demikian maka dapat
disimpulkan bahwa walaupun Prin-
sip Pencemar membayar dalam
pelaksanaannya tidak mempunyai
sifat yang absolut dan terdapat ber-

bagai keberatan dalam penerapan-

nya, namun prinsip lingkungan ter-
sebut mengandung ketentuan dasar
(grondregel) penyiapan dana bagi
pengelolaan lingkungan hidup.

3). Penerapan prinsip tersebut
dalam tertib hukum Indonesia

Pembangunan bidang lingkung-

an dl Indonema mengharuskan tum-.' _'

“buh dan berkembangnya iklim dan

suasana kem;traan daiam mterakm -
serta fung51 antar . komponennya

sehingga dengan “kemitraan di-_'

mungkinkan dapat digerakkan ke- -

~ kuatan dan- dmamzka dan sa’aap .

unsur mmanya

" Pelaksanaan -.ﬁéﬁgéibiaap' |
kungan hidup . dn‘naratkan_' uatu

‘upaya uniuk membentuk suatu_sis-

tem sosial yang kompleks dan suatu

: keiompok kerjiasama vyang- besar -

dengan tujuan, visi, dan misi: yang
sama untuk pembangunan hng«
kungan hldup :

“Dasar hukum kemitraan da}am
pengelolaan lingkungan hidup di-
nyatakan pada Pasal 33 Ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal
6, 7. dan 8. Undang»undang Nomor
4 Tahun 1982, Pasal 37 dan 38
Undang-undang ‘Nomor 3 Tahun
1994, serta Ketetapan MPR Nomor
II Tahun 1993 tentang GBHN, se-
hingga peranan Pemerintah dalam
sistem kemitraan ini lebih banyak
sebagai penentu kebijaksanaan,
koordinator, pengarah, fasilitator,
motivator, katalisator, dan peng-
gerak.

Dalam penerapan Prinsip Pen-
cemar Membayar, pihak pemerintah
Indonesia hanya mengembangkan
iklim serta suasana yang dapat
mendorong kemandirian, kreativi-
tas, inovasi, serta peran aktif dunia
usaha dan masyarakat dalam pe-
ngelolaan lingkungan hidup secara




berkelanjutan, sehingga dengan
mendasarkan pada sistem kemitra-
an inj terjadi dilema dalam pengelo-
laan lingkungan-lingkungan hidup
antara kepentingan

Pihak produsen dan konsumen;
Pemerintah dan Swasta;
Pemerintah Pusat dan Daerah;
Pola seniralisasi dan desentra-
" lisasi; Y '

e. Konsep perencanaan top down
dan bottom up,
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